PEMPROV DAN DPRD SUMUT SETUJUI APBD TAHUN 2025 SEBESAR RP13
TRILIUN LEBIH

uer gamar: httpwapad.o.id

MEDAN, Waspada.co.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD
Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

APBD Sumut sebesar lebih dari Rp13 triliun untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah (Perda). Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di
Gedung DPRD Sumut, Medan, Sumuta, Jumat (13/9).

Persetujuan Ranperda tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 ditandai
dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemprov Sumut yang
ditandatangani langsung Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumut
Sutarto diikuti Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution,
Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan dengan
ditandatanganinya persetujuan bersama ini, maka penyususnan APBD tahun anggaran
2025 telah mendekati tahap penyelesaian.

Untuk itu, kata Fatoni, Pemprov Sumut segera mempersiapkan dan
menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi Ranperda APBD 2025
“Kita akan siapkan termasuk Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sumut tentang
penjabaran APBD tahun 2025 untuk diteruskan ke Mendagri,” kata Fatoni.

Untuk itu, Fatoni berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut
periode 2019-2024 atas dedikasi dan kontribusinya menyusun dan melaksanakan
program pemerintahan dan pembangunan di Sumut.

“Saya mewakili jajaran Pemprov Sumut mengucapkan terima kasih kepada ketua
dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta
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masukan maupun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan terhadap Ranperda
tentang APBD tahun anggaran 2025,” ungkapnya.

“Kami mohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang
akan mengakhiri masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan
meneruskan perjuangan dalam merencanakan, menganggarkan program pembangunan
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” sambungnya.

Ranperda APBD tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah pada tahun
2025 sebesar Rp13.057.423.047.070, belanja daerah sebesar Rp13.107.423.047.070,
sedangkan penerimaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp100
miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50 Miliar, serta pembiayaan netto
Rp50 miliar.

Sumber Berita:

1. https://waspada.co.id/pemprov-dan-dprd-sumut-setujui-apbd-tahun-2025-sebesar-
rpl3-triliun-lebih/, 14/09/24.

2. https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/302568/tok-apbd-sumut-
2025-disepakati-sebesar-rp-131-triliun, 14/09/24.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pasal 1

Angka 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat
APBD adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam APBD.
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(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 4
(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;
c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pasal 22

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin
oleh sekretaris daerah.

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah,
PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 84

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan modal Daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam
tahun anggaran berkenaan.
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Pasal 161
(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
menjadi dasar perubahan APBD.
(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila
terjadi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit
c. Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;
e. Keadaan darurat; dan/atau
f. Keadaan luar biasa.

Pasal 177

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 178

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan
RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal 179

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun anggaran berkenaan berakhir.

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda
tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
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(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.

Pasal 181

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati
antara Kepala Daerah dan DPRD.

(3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
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